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ABSTRAK

Murti Novianti, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah). Dibimbing oleh Bapak Abdul
Hamid dan Ibu Besse Faradiba.

Dengan adanya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa
menjadikan sumber pemasukan di setiap desa menjadi meningkat. Hal ini menjadikan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.
20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan
transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang
yang kemudian dianalisis dengan akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunanakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data yang digunakan yaitu perpanjangan
pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wiring Tasi
telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.
Transparansi pemerintah kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya baliho berisi
informasi mengenai APBDes. Akuntabilitas pemerintah desa dengan adanya laporan
pertanggungjawaban serta pengelolaan dana Desa Wiring Tasi yang sudah sesuai
dengan prinsip akuntansi syariah vyaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip
kebenaran dan prinsip keadilan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi syariah
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
. Tidak Tidak dilambangkan

‘ alif dilambangkan

< ba b Be

< ta t Te

< tha th tedan ha

z jim i Je

c ha h (dengantipiidibawah)
¢ kha kh kadan ha

2 dal d De

3 dhal dh de dan ha

0 ra r Er

J zai z Zet

o sin S Es

o syin sy esdan ye
ua shad $ (dengantiteif(dibawah)
o2 dad d (dengantiﬂidibawah)

Xiii




L ta t (dengantittiekdibawah)

L za z (denganti%ielzdibawah)
) komaterbalikkeatas

& ‘ain ‘

¢ gain g Ge

q fa f Ef

3 qaf q Qi

& kaf Kk Ka

J lam I El

2 mim m Em

O nun n En

3 wau w We

4 ha h Ha

3 hamzah ‘ Apostrof

7 ya y Ye

Hamzah (=) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ().

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah a A
! Kasrah i I
i dhommah u U

Xiv




2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

an-tara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e Fathahdanya ai a dani
5 Fathahdanwau au adanu
Contoh:
L kaifa
Js=: haula
c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:
&la :mata
< rama
J8  :qila
gy yamitu
d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta murbatah ada dua:
1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah [t].
2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Al asy) : raudah al-jannah atau raudatul jannah
AL A al-madinah al-fadilah atau al- madinatul fadilah

EOAN|| : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

Gy : rabbana
ias ‘najjaina
Gl - al-hagq
52 - al-haij
axd s nuima
e - ‘aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( - ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

e : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
e : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

XVi



Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf
Y (alif lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamari-ah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

o=l : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
4350 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
A8d) ; al-falsafah
SU: al-biladu
Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah
terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contoh:

s ta murina
e al-nau’
ts lsyai'un
&al o umirtu
Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
ka-limat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indo-nesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
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ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar
Qur’an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.
Contoh:

fi zilal al-qur’an

al-sunnah gabl al-tadwin

al-ibarat bi ‘umum al-\afz la bi khusus al-sabab
Lafz al-Jalalah (41))

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa hu-ruf hamzah. Contoh:
AN dinullah AL billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh:
SV UENGIT Hum fi rahmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman
ejaan Bahasa In-donesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menu-liskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada per-mulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang di-tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

XVili



kalimat, maka huruf A dari kata san-dang tersebut menggunakan huruf kapital

(Al-). Contoh:

wa ma muhammadun illd rasil

inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladhi bi
Bakkata mubarakan

syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-qur’an
Nasir al-din al-zust

abii nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abt (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu ha-rus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abii al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-walid
Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abiu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan:Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swit.

Saw.

a.s.

H

= subhanahii wa ta‘dla

= sallallahu ‘alaihi wa sallam
= ‘alaihi al- sallam

= Hijriah

= Masehi
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SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

W. = Wafat tahun

QS../.4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ga = daia

= O (s
e = plus dle Al La
L= 4l

o= DALy 3
= s AT AT )
< = = >

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks

referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor),
karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Di-tulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(““dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.
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Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku
atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku
berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya

ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Desa tidak hanya memajukan masyarakat dan
memberdayakan masyarakar desa, tetapi juga memperkuat status desa sebagali
pemerintahan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan hak wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk menagtur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.’

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disertai dengan peraturan
pelaksanaannya telah mengamanatkan agar desa semakin mandiri di dalm
pengelolaan pemerintahan serta sumber daya alamnya. Desa kini bertanggungjawab
mengelola keuangan dan asetnya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa. Dana ini
dialokasikan ke semua desa di Indonesia sebagai bagian dari APBN. Sebagaimana
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki sumber
pendapatan sendiri, seperti bagian pajak dan retribusi kabupaten/kota. Bantuan

keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan pendapatan asli desa itu sendiri.

Penyediaan Dana Desa merupakan wujud pelaksanaan dan pemenuhan hak
desa dalam menyelenggarakan otonominya supaya berkembang dan maju
berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi rill, demokratis, dan penguatan

peran pemerintah desa dalam penyediaan dana untuk mewujudkan pembangunan

! Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah
Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” , Jurnal llmu dan Riset Akuntansi 5, No. 11, (2016), h.2.



desa. Melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat
pembangunan dan perluasan kawasan strategis, serta mengembangkan kawasan
tertinggal dalam sistem kawasan pembangunan. Pengelolaan dan pengalokasian dana
desa harus tepat sasaran, tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif sehingga
kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Poin ini sangat penting bagi peran

pemerintah desa, karena menentukan maju mundurnya sistem pemerintahan desa.’

Dalam menyusun anggaran desa (APBDes) perlu dilakukan secara partisipatif
serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi
pengelolaan keuangan setiap organisasi, baik itu dari organisasi pemerintahan
maupun organisasi non pemerintahan. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah
pemerintah secara terbuka memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas

pengelolaan sumber daya pubik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat.

Untuk membantu kelancaran dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas
digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai
dengan peraturan yang ada. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah
cukup memperhatikan kepentingan bersama masyarakat luas. Akuntabilitas
digunakan sebagai media untuk menunjukkan bagaimana pemerintah dalam
mengelola sistem manajemen keuangan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, setiap

kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Transparansi merupakan isu yang sangat penting sejak UU No. 6 Tahun 2014

tentang desa karena jumlah dana yang dikelola pemerintah desa relatif besar. Desa

2 Eva Julita dan Syukriy Abdullah, <Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)’ JIMEKA : Jurnal limiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5, No.
2, (2020), h. 213.



merupakan badan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang
berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, termasuk kepentingan keuangan. Desa diharapkan dapat

mengelola dan mengatur pemerintahannya melalui pengelolaan APBDes.

Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa masyarakat dapat
mengetahui dan memiliki akses terhadap informasi terkait dana desa. Apabila
pemerintah desa tidak transparan mengenai dana kepada masyarakat maka dapat
terjadi penyelewengan dana desa.

Desa Wiringtasi merupakan desa dengan sumber pendapatan masyarakatnya
yang dihasilkan dari tambak dan laut. Adapun sebagian besar dana diperuntukkan
untuk menunjang kualitas desa. Menurut masyarakat desa, pengelolaan keuangan di
desa Wiringtasi belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, selain itu besarnya
anggaran di desa harus di optimalkan guna untuk kemajuan pemangunan dan

kesejarhteraan masyarakat.
B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang

diketengahkan penulis adalah :

1. Bagaimana Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa

Kabupaten Pinrang?



3.

Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau berdasarkan Akuntansi

Syariah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang.

Untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Mencauntuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di
Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau

berdasarkan Akuntansi Syariah.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1.

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
yang sedang mengangkat dan mengkaji tentang Transparansi dan
Akuntabilitas khususnya Dana Desa ditinjau berdasarkan Akuntansi
Syariah.

Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkhususnya
kepada Pemerintah Desa Wiringtasi agar lebih mempertimbangkan dalam
pengambilan keputusan mengenai Alokasi Dana Desa. Selain itu

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa



setempat mengenai pentingnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa

ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, dibutuhkan pengamatan terhadap penelitian-
penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan judul penelitian ini. Penulis
menemukan beberapa penelitian sebagai berikut.

Herianti dengan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif
Keuangan Publik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa, bagaiamana dampak Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
terhadap pembangunan Desa, dan bagaimana Perpektif Keuangan Publik Islam
terhadap tingkat Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.’

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas
di Kecamatan Palakka sudah Transparan dan Akuntabel walaupun belum sepenuhnya
maksimal. Bentuk Transparansi dari Kecamatan Palakka yaitu dengan adanya papan
informasi  kegiatan, sedangkan bentuk Akuntabel mengacu pada bentuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adapun dampak yang terjadi dari tata
kelola dana tersebut yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan

pengembangan kegiatan aktfitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

¥ Herianti, “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan
Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi
Syariah; IAIN BONE, 2020)



Berdasarkan hasil penelitian diatas maka persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji
pengelolaan dana desa, namun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Herianti
berdasarkan pada Perpektif Keuangan Islam sedangkan penelitian ini berdasarkan
Akuntansi Syariah.

Wahyu dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la
Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. Pada penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujan dari penelitian ini yaitu
untuk menilai akuntabilitas dan Transparansi Desa yang mendapatkan jumlah ADD.
Kemudian hasil deskripsi di dapat dengan mengukur dan membandingkan Undang-
Undang Permendagri 113 Tahun 2014 dengan aktifitas lapangan yang sesungguhnya.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la sudah Akuntabel dan Transparan pada tahapan
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Juga di dukung oleh masyarakat
yang ikut aktif dalam pembangunan desa.

Hasil analisi yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa, Penatausahaan
pengelolaan keuangan Desa Borong Pa’la’la sesuai dengan format dengan lampiran
nomor 113 Tahun 2014 baik format Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Rapardes
tentang APBDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes, laporan kekayaan milik desa, proposan kegiatan, pernyataan
pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak,
buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, dan laporan program sektoral

dan program daerah masuk ke desa.



Dari segi Transparansi untuk desa Borong Pa’la’la telah sesuai dengan
Permendagri 113 Tahun 2014, yaitu dengan adanya Musrembangdes setiap awal
tahun untuk menyalurkan ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara
tertulis jumlah dana yang disalurkan dari Pemerintah, juga adanya papan-papan
informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Adapun
persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai transparansi dan
akuntabilitas, namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Wahyu
berfokus pada Permendagri 113 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini berfokus pada
Akuntansi Syariah.*

Nurlailah,dkk (2020) dengan judul penelitian “Mengukur Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi”.
Tujuan dari penelitian Nurlailah dkk ini yaitu mengukur tingkat transparansi
pengelolaan keuangan desa. Dengan melakukan penelitian pada beberapa desa yang
ada di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi.
Mengumpulan Data melalui penyebaran kuisioner kepada Pemda dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Dari data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis
dengan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapaun hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa
sebanyak 70,53%, yang artinya tingkat transparansi pengelolaan dana desa yang ada
di kecamatan sigi cukup transparan.® Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu

mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa dan perbedaan penelitian ini yaitu

* Wahyu, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. (Skripsi Jurusan;
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UMI), Tahun 2018)

® Nurlailah, Syamsul, dan Arif Rahman, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan
Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi,” Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan
Keuangan 3 No. 2 (2020), h. 151.



penelitian Nurlailah hanya berfokus pada transparansi sedangkan penelitian ini
berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Miftahuddin dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan dana desa (studi kasus : Desa Panggungharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai
Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di
desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini
menggunakan meetode kualitatif berbasis studi di lapangan. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan
teknik semi-terstruktur. Teknik wawancara dilakukan bersama pihak pemerintah desa
yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pihak Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan.®

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan dana desa
oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku. Pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media
informasi digital sebagai bentuk transparansi pemerintah desa, serta informasi yang
disebar tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun dan juga papan informasi yang
dipasang di kantor desa.

Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
sangat baik, namun pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih
rendah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Miftahuddin dengan

penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian Miftahuddin dengan penelitian ini

®Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana
desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. (Skripsi Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
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yaitu mengkaji tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Perbedaan dari
penelitian ini yaitu penelitian Miftahuddin menerapkan sistem konvensional
sedangkan penelitian ini menerapkan sistem Syariah.

Siti Istigomah (2015) dengan judul penelitian “Efektifitas Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dalam
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Rungintunggal. Penelitian ini
menggunakan teori mandat yang diperkuat dengan teori Kkinerja dan teori
akuntabilitas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
evaluatif kinerja BPD untuk menilai efektivitas pengelolaan ADD dalam peningkatan
akuntabilitas tahun 2013.” Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti
mengenai akuntabilitas. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian
Siti Istigomah hanya berfokus pada akuntabilitas sedangkan penelitian ini berfokus

pada transparansi dan akuntabilitas.
B. Tinjauan Teori

1. Teori Transparansi
a. Pengertian Transparansi
Menurut Mardiasmo, transparansi yaitu keterbukaan (openness)
pemerintah dalam menginformasikan hal yang terkait dengan aktifitas
pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang membutuhkan

informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi

’ Siti Istiqgomah, “Ekektifitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” Kebijakan dan Manajemen Publik 3, No. 1 (2015), h. 1.
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secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.®

Menurut Pasal 4, paragraf 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 13, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyatakan bahwa “Transparansi adalah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses ke
informasi sebanyak mungkin tentang keuangan daerah.”

Menurut Setiana dan Yuliani transparansi adalah hak masyarakat
untuk mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur serta
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah yang dipercayakan
kepadanya dalam pengelolaan sumber daya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Transparansi dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan
pemerintahan, pihak yang memiliki kepentingan mendapat pengungkapan
mengenai hal-hal yang sifatnya material secara berkala, dalam hal ini yaitu
masyarakat luas. sehingga prinsip keterbukaan yang mengahruskan
masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi sebanyak-
banyaknya mengenai keuangan daerah.

b. Indikator Transparansi

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur

transparansi  pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

® Arif Cahyadi. Penerapan Good Governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas
pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis Good Governance di kecamatan Sukolilo
Surabaya). Jurnal penelitian administrasi publik 2 No. 2 (2016), h. 754.
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Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

Kepala Desa menyelenggarakan Musrembangdes untuk membahas
mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa menyampaikan
informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media
informasi. Informasi tersebut memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan
anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.
Kepala Desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban
kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling
sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan,
kegiatan yang belum selesai dan/tidak terlaksana, sisa anggaran, dan

alamat pengaduan.

Teori Akuntabilitas

Menurut permedagri No 113 Tahun 2014 Keuangan desa dikelola
berdasarkan atas transparansi, akuntabel, partisipatif dan juga tertib dan
disiplin anggaran. Akuntabilitas puublik memiliki prinsip yakni suatu
ukuran yang menyatakan besarnya tingkat kesesuaian terhadap
penyelenggaraan pelayanan dengan nilai serta norma luar yang dipegang
oleh pemangku kepentingan dengan pelayanan yang diberikan.

Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab

pribadi ataupun pejabat yang diyakini dalam mengurus dan
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mengendalikan sumber daya publik serta menjawab masalah-masalah
yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban.’

Guy mengatakan Akuntabilitas merupakan sebutan yang sudah
biasa dalam menjelaskan bagaimana organisasi menunjukkan bahwa
organisasi tersebut sudah menjalankan tujuan yang mereka rencanakan
sebelumnya. Pendapat lain dari Carino, mengatakan bahwa akuntabilitas
yaitu bentuk penilaian dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh
seseorang baik itu dalam hal tugasnya sendiri maupun diluar dari hak dan
wewenangnya. Dalam membedakan akuntansi dengan yang lain, terdapat
dimensi yang perlu diperhatikan vyaitu pelaksanaan akuntabilitas
dilaksanakan oleh siapa, kepada siapa, penilaian yang digunakan dalam
mengukur standar akuntabilitas, serta nilai dari akuntabilitas tersebut.'

Berikut merupakan indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa merupakan upaya pemerintah
desa dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang akan
dilakukan dengan didasarkan pada sumber daya yang ada. Pada tahapan
ini pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta

elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam pendayagunaan serta

® Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan dan Yesi Mutia. “Analisis Transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan bengkalis.” Jurnal Akuntansi 7 No.l
(2018), h. 33.

10K arina Hartanti. “Pandangan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di provinsi
Jawa Tengah.” (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 9.
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pengalokasian sumber daya desa untuk menggapai tujuan dari

pembangunan itu sendiri.

Dari pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun
anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekretaris
desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP
Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur
dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Kemudian rancangan
APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan

desa tentang APB Desa.
Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian
setelah tahap perencanaan. Dalam tahapan ini semua pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada
bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Nomor rekening tersebut kemudian
dilaporkan kepada Bupati/Wali kota yang kemudian digunakan untuk

pengendalian penyaluran dana transfer.

Menurut pasal 45 kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana
kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB

Desa ditetapkan.
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Pasal 56 menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan
wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh
kegiatan selesai. Pada pasal 57 Kepala Desa melaporkan pengeluaran
anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1

(satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, semua
aktivitas penerimaan dan pengeluaran di catat pada buku kas umum. Pasal
63 menyebut Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap
penerimaan dan pengeluaram dalam buku kas umum. Pencatatan pada

buku kas ditutup setiap akhir bulan.
Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa
dalam menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode
yang telah ditentukan. Pasal 68 menyebutkan Kepala Desa menyampaikan
laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali
Kota melalui Camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan
pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian Kepala
Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat bulan juli

tahun berjalan.
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Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban

pemerintah desa atas wewenangnya sebagai pemegang jabatan. Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa. !t

Prinsip dan dimensi akuntabilitas

a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas menurut Program Pembangunan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai berikut:

1.

Transparansi, bagaimana suatu organisasi terbuka dalam hal
pengelolaan dan pelaksanaannya.

Kewajiban, bagaimana suatu organisasi dalam menyelesaikan masalah
dalam Kinerjanya.

Dapat dikendalikan, bagaimana suatu organisasi dapat menyelesaikan
tugas serta wewenang yang diberikan.

Tanggung jawab, bagaimana suatu organisasi dapat bertanggungjawab

atas kemampuan dari kinerja yang dimilikinya.

1 peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20, 2018
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5. Tanggapan, bagaimana suatu organisasi dapat menjalankan dan
memenuhi harapan yang diberikan oleh pihak eksternal maupun
internal.

Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian,

yaitu:

1. Akuntabilitas hukum merupakan kesungguhan dalam menjalankan
hukum dan pertauran yang ada dalam suatu organisasi. Akuntabilitas
kejujuran yaitu menghindakan diri dari penyelewengan jabatan,
menghindakan diri dari penyelewengan dana atau korupsi. Akuntabilitas
hukum diharapkan dapat menjamin penegakan kedaulatan hukum,
sedangkan akuntabilitas kejujuran diharapkan menjamin implementasi
dan pelaksanaan organisasi yang semestinya.

2. Organisasi yang baik yaitu organisasi yang bisa mendukung sesuatu
dalam mencapai sasaran khusus dalam hal ini visi, misi dan tujuan
dalam organisasi. Organisasi wajib memberikan tanggungjawab atas
program yang sudah direncanakan sampai program tersebut terlaksana.

3. Akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab suatu organisasi dalam
menjalankan program dari organisasi secara efektif dan efisien.

4. Kebijakan organisasi publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakan
yang sudah ditetapkan serta dapat mempertimbangkan suatu pengaruh

ataupun masalah yang akan dihadapi.
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5. Akuntabilitas finansial yakni pertanggungjawaban suatu organisasi
dalam pengelolaan keuangannya sehingga tidak terjadi kebocoran dan
penyelewengan dana dari pihak organisasi itu sendiri.*?

3. Akuntansi Syariah
a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akutansi Syariah dapat dijelaskan dengan dua akar kata yang
dimilikinya, yaitu Akuntansi dan Syariah. Pengertian akuntansi menurut
American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi,
mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan
adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang
menggunakan informasi tersebut. Sedangkan syari’ah adalah aturan yang
telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam
menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syari’ah
merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.*®

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi
dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi
bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga
redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan
perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut.

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi

dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi

2 Roni Prandara, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan
Finansial Masyarakat”. (Skripsi Jurusan; Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(UIN
Raden Intan Lampung), tahun 2020)
13 Nurma Sari, ‘Akuntansi Syari’ah’, Jurnal Of Islamic Studies 4 No. 1 (2014), h. 34.
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bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga
redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan
perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut.

Zaid (1997) mendefinisikan akuntansi dari perspektif Islam sebagai
“suatu proses sistematis untuk mencatat transaksi yang sah di dalam buku
(catatan) dan mengukur hasil keuangan didasarkan atas transaksi ini
dengan tujuan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.”

Hanifa dan Hudaib (2002) mendefinisikan akuntansi dalam
perspektif Islam sebagai “sebuah fungsi accurance yang berupaya untuk
membangun keadilan sosio-economic melalui prosedur terformalisasi,
rutin, pengukuran objektif-objetif, pengendalian dan pelaporan yang
sesuai dengan prinsip syariah islamiah”.**

b. Sumber hukum Akuntansi Syariah yaitu:
1. Al Quran

Alquran berasal dari bahasa Arab yang bermakna bacaan.
Adapun dari segi istilah, Alquran merupakan kalam Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat jibril
dengan menggunakan bahasa Arab sebagai wadah atau tempat Kita
dalam mendekatkan diri kepada Allah sebagai arah hidup bagi manusia
dengan cara membacanya sebagai tanda bukti atas kerasulan Nabi

Muhammad.

1 |nda Arifin Faiz, Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2020), h. 80.
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2. As Sunah
Al-Sunnah atau dalam bahasa indonesia Sunnah merupakan
adat dan kebiasaan yang dapat dijadikan cerminan yang baik yang
tidak membedakan antara baik maupun yang buruk. As-Sunnah dalam
hal ini merujuk kepada perilaku Nabi Muhammad Saw.
3. ljtihad
Al-ljtihad atau ijtihad merupakan kekuatan, kesungguhan,
kemampuan, ataupun penumpahan seluruh upaya. Adapun secara
bahasa ijtihad merupakan ungkapan atas kesanggupan dalam
mengeluarkan hukum syara’ yang bersifat kebiasaan dari petunjuk
petunjuk yang jelas baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah.
4. Qiyas
Secara bahasa Qiyas dapat diartikan sebagai suatu cara dalam
hukum dari petunjuk karena adanya illat atau kesamaan hukum dari
suatu kasus yang tidak disebutkan dalam dalil baik Al-Quran maupun

Sunnah.®

c. Indikator Akuntansi Syariah

Indikator akuntansi syariah diambil berdasarkan Q.S Al-Bagarah ayat 282,
indikator tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban (Accountability)
. Accountability atau biasa disebut pertanggungjawaban merupakan
suatu konsep yang sudah biasa atau tidak asing dalam lingkup

masyarakat muslim. Hal ini selalu berkaitan dengan konsep amanah.

h. 20.

! Hendra Harmain, et al., eds., Akuntansi Syariah di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019),
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Kosep amanah bagi masyarakat muslim yaitu transaksi manusia

dengan penciptanya.
2. Prinsip Keadilan

Dalam surah Al-Bagarah ayat 282 menegaskan kata adil dan dalam

konteks akuntansi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan

hendaknya dicatat dengan baik dan benar. Contohnya apabila
perusahaan menggunakan dana sebesar Rp.100 juta maka yang dicatat
harus sesuai dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp.100 juta.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip keadilan dengan prinsip kebenaran merupakan hal yang tidak

bisa dipisahkan. Contohnya dalam penyusunan laporan keuangan, hal

ini perlu dibuktikan dengan prinsip kebenaran seperti adanya bukti
transaksi yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan
kebenaran dan juga keadilan.
d. Adapun asas transaksi syariah yaitu :
a) Persaudaraan (ukhuwah)

Dalam transaksi syariah terdapat ukhuwah yang mendasari prinsip
saling memahami, mengenal satu sama lain, tolong menolong, saling
menjamin, mengenal sesama muslim, serta bersinergi. ltulah mengapa
transaksi syariah sangat menjujung tinggi nilai kebersamaan sehingga
tidak merugikan pihak lain namun tetap memperoleh manfaatnya.

b) Keadilan

Asas keadilan, berarti terbebas dari undus:
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1) Riba yang merupakan tambahan dari utang piutang yang
dibebankan kepada penerima utang.
2) Kezaliman merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat merugikan
diri sendiri maupun orang lain.
3) Maysir merupakan sistem transaksi yang mengandung unsur
perjudian.
4) Gharar merupakan sesuatu yang dapat merugikan orang lain karena
ketidakjelasan transaksi yang kita lakukan.
5) Haram merupakan suatu bentuk transaksi baik barang maupun jasa
yang tidak diperbolehkan dalam islam.
c) Kemaslahatan (maslahah)
Yaitu sesuatu untuk memelihara agama, jiwa dan akal, serta agama dan
kehormatan untuk kebaikan.
d) Keseimbangan (tawazun)
Yaitu keseimbangan dalam aspek sektor, ekonomi dalam proses
pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan
perjanjian.
e) Universalisme (syumuliyah)
Universalisme merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang
kepada siapapun tanpa membedakan dari golongan mana. Semua
orang berhak melakukan transaksi untuk kepentingan bersama maupun
pribadi.
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi

syariah, harus memenuhi syarat:
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=

Proses transaksi dilakukan atas dasar saling paham dan saling meridhai.
Kebebasan transaksi akan tetap diakui selama hal itu baik.

Uang bukanlah komoditas, melainkan hanya dijadikan alat tukar menukar.
Bebas dari unsur riba..

Bebas dari unsur kezaliman.

Bebas unsur maysir (judi/untung-untungan)

Bebas dari unsur gharar (tipu daya/penipuan)

Bebas dari unsur haram.

© © N o o~ w D

Tidak menilai waktu dari uang(time value o f money).

[EEN
o

. Dalam satu akad tidak diperbolehkan adanya standar ganda harga.

[EEN
[EEN

. Bebas dari kondisi ekonomi yang tidak efisien yang mengganggu agen
ekonomi melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa
penawaran (ihtikar).

12. Bebas dari aktifitas suap menyuap (risywah).*®

C. Tinjaun Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di
Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa”. Untuk alur fikir dan gambaran yang jelas
mengenai penelitian ini, penulis akan menjelaskan maksud dari sub judul agar tidak
terjadi kesalahfahaman dan lebih memudahkan untuk memahami pembahasan dari
penelitian ini.
1. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin masyarakat dalam mengakses

keterbukaan saat melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan itu pemerintah

1 M. Dolly Rahmatullah, “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102
tentang pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani,” (Skripsi : Akuntansi Syariah ; UIN
Sumatera Utara, 2018) hal.10
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wajib memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada
pihak-pihak yang mebutuhkan informasi.

2. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak pemberi
mandat.

3. Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan laporan keuangan, pengelolaan, dan
penyajian data sehingga menjadi informasi dan digunakan untuk pengambilan

keputusan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang
menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan
pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.*’

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka peneliti akan mengurai terkait
dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi. Peneliti
akan melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di desa Wiringtasi
berdasarkan indikator transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Penyelenggaraan Musrembang Desa
2. Menyampaikan informasi mengenai APB Desa

3. Menyampaikan Informasi Laporan Pertanggungjawaban

7 Abd. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya limiah, Yogyakarta: Zahir Publishing
(2020), hal. 44.
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Peneliti juga akan melihat bagaimana akuntabilitas dana desa di desa
Wiringtasi ditinjau berdasarkan indikator akuntabilitas sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi:

[EEN

. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
Transparansi dan akuntabilitas dana desa di desa Wiringtasi akan ditinjau
berdasarkan akuntansi syariah, dimana indikator akuntansi syariah memiliki indikator
sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban
2. Keadilan
3. Kebenaran
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir

sebagai berikut.
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BAB IlII
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.*® Pendekatan yang digunakan
ialah pendekatan fenomenologi. Alasan dari penggunaan metode ini yaitu fokus

dalam penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Wiringtasi Kecamatan

Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk

merampungkan penelitian ini yaitu kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas

Dana Desa Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di

lapangan untuk menjawab masalah yang muncul maupun tujuan dari penelitian yang

'8 Firdaus Hamta, Metodologi Penelitian Akuntansi (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 85.
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dilakukan baik itu penelitian deskriptif maupun eksploratif yang menggunakan
metode pengumpulan data dengan survei maupun observasi.*® Dalam hal ini informan
merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa yang
dilakukan secara langsung, baik itu Kepala Desa Wiringtasi, Sekretaris Desa, Staff
Desa dan juga masyarakat desa Wiringtasi.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara seperti data yang telah dipublikasikan ° . Data
yang termasuk dalam data sekunder sekunder yaitu kepustakaan (Buku-buku, skripsi),
Internet (Jurnal, artikel), dan dokumen-dokumen desa (Struktur organisasi, data

kependudukan, laporan keuangan desa).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lapangan untuk menghasilkan
data-data secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik
pengumpulan data merupakan cara yang paling efisien dalam mengumpulkan data.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Pada
penelitian kualitatif, pengumpulan data harus terjun langsung ke lapangan,

organisasi, komunitas, maupun ke masyarakat-masyarakat, bukan hanya memperoleh

19 Asep Hermawan, Penelitian Bsinis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)
hal. 168

2 Tiewy Agistine Hidayat dan Sugiyono, ‘Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen,
Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur’,Jurnal Ilmu dan Riset
Manajemen: STEISIA Surabaya, 6.5 (2017), h. 6.
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data dari atas meja. Hasil dari observasi bisa dalam bentuk gambaran, sikap dan
perilaku yang dihasilkan dari interaksi antar manusia.

Observasi dimulai dengan mengenali lokasi atau tempat penelitian. Setelah itu
proses observasi dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi yang bersifat umum
hingga diperoleh gambaran umum mengenai tempat penelitian.”* Dalam penelitian
ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di Kantor Desa Wiringtasi.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu teknik yang digunakan untuk
mendapatkan data (informasi) dari informan dengan proses tanya jawab secara lisan
antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik. Adapun objek
wawancara pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Staf desa dan Masyarakat Desa
Wiringtasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tulisan atau catatan penting dari suatu lembaga
maupun organisasi yang dijadikan sebagai informasi penting dalam penelitian.
Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar dalam memperkuat
hasil penelitian tersebut. Adapun pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi yaitu
seperti RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Bukti Pencairan DD (Dana
Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), bukti pemasukan dan pengeluaran dari

bendahara, dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data
Data-data yang diperoleh terlebih dahulu perlu di uji keabsahan datanya. Uji

keabsahan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu uji credibility (kredibilitas).

2! J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Grasindo, 2010) hal. 112
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Dalam konsep ini, validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah
interpresi dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti data yang ada.
Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan
penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat
dipercaya sebagai suatu kebenaran umum.
a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan aktifitas dimana peneliti kembali ke
lapangan untuk melakukan pengamatan kembali, dan melakukan wawancara kembali
dengan informan yang pernah ditemui sebelumnya. Hal ini menjadikan hubungan
peneliti dengan informan semakin tegas dan jelas dalam melakukan pengumpulan
data. Dari hasil penelitian, data yang difokuskan dicek kembali ke lapangan apakah
sudah benar atau tidak, atau ada perubahan. Selanjutnya apabila data yang diperoleh
sudah sesuai maka perpanjangan pengamatan ini dapat di akhiri.
b. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan kembali data yang telah diperoleh dengan
cara mengecek dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu.
Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan
data dan triangulasi waktu. Data yang telah dianalisi oleh peneliti menghasilkan
kesimpulan yang selanjutnya dilakukan member check atau meminta kesepakatan

dengan tiga sumber data tersebut.??

%2 Hengki Wijaya, Analisis Data kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Sekolah Tinggi
Theologia Jaffray, 2018), h. 121.
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menjalankan atau memproses
data yang kemudian menjadi informasi, perlu dilakukan analisis data agar data yang
dihasilkan jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga penting dilakukan agar masalah
yang dihadapi nantinya dapat secara mudah diselesaikan

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang
dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan,
dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih
mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.?

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, memilij hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian
data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.

2) Penyajian Data (Data Display)

Display data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik,
matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3) Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hal atau temuan baru yang

belum pernah ada sebelumnya. Hasil temuan ini bisa berupa gambaran atau

% Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
Hal. 87
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penjelasan mengenai suatu masalah yang di angkat dalam penelitian yang
sebelumnya masih tidak jelas. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila
kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data.?*

* Anis Eliyana, et al., eds., Percepatan Pengembangan Desa Mandiri, Surabaya: Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur (Universitas Brawijaya Malang, 2019) hal. 610



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang
Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur transparansi
pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman
pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Pada tahap perencanaan Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa
untuk membahas dan menyepakati RKP Desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala

Desa:

“Kami melaksanakan Musrembang Desa yang dilaksanakan di awal tahun atau
dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk
membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
dalam satu tahun.”

Lanjutnya :

“Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari
pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh
pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa”?

Hal tersebut diperkuat oleh Ketua Karang Taruna Desa Wiringtasi, bahwa :

“Benar, selalu diadakan Musrembang Desa setiap tahunnya. Dalam
musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja
yang kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam
musyawarah juga masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan
perencanaan ini sepenuhnya dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa
yang menampung usulan-usulan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan
Musrembangdes pemerintah desa memang mengundang tokoh-tokoh
masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya yang hadir dalam

2> Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala dusun,
tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain.?®

Hasil dari uraian kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam
tahap perencanaan pembangunan desa, kepala desa melakukan Musrembang Desa
untuk membahas dan menyepakati RKP Desa, dimana perencanaan tersebut
berasal dari usulan-usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat
memberikan usulan rencana kerja yang diharapkan bisa terealisasikan agar desa

bisa lebih maju dan berkembang.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang Desa sangat
berperan penting terhadap keberhasilan dan tercapainya tujuan dalam perencanaan
pembangunan desa tersebut. Adanya usulan yang diberikan oleh masyarakat
mengenai program-program menjadi masukan penting bagi pemerintah desa, maka
dari itu masyarakat yang ikut dalam Musrembang Desa diharapkan lebih aktif
dalam berbicara serta memberikan usulannya. Selain memberikan usulan
masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. keterlibatan masyarakat
harus dikedepankan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Adapun

menurut Bapak Rahibu selaku masyarakat Desa Wiring Tasi, bahwa:

“Keterlibatan ~ masyarakat Desa  Wiringtasi  dalam  mengikuti
Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya
kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti
keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa
disediakan oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan
bagaimana bisa pembangunan desa bisa lebih maju. Partisipasi Masyarakat
berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa sebab dari awal
perencanaan ide dan saran semua nya bersumber dari masyarakat.
Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa dilihat yaitu gotong

% Rahmatullah Djunaid, Ketua Karang Taruna, Wawancara di Rumah Penyu Lowita Desa
Wiringtasi, Kab. Pinrang, 21 Mei 2023
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royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan prasarana, dan

fasilitas lainnya.”?’

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dapat
dikatakan aktif dalam memberikan usulan mengenai program kerja desa serta ikut

berprtisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018
tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 39 ayat 1, Pemerintah Desa
menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media
informasi. Pasal 39 ayat 2, informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala

Desa :

“Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada
masyarakat. Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya
memuat mengenai profil desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena
faktor tertentu website tersebut tidak terlalu aktif, makanya kami hanya

menggunakan baliho sebagai media informasi”.”®

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa terkait media

informasi dana desa sebagai berikut :

“Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan
tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa
Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui
informasi mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu
aktif. Harusnya di website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa
dalam satu tahun itu, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum

2" Rahibu, Masyarakat Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Masyarakat Desa Wiring
Tasi Kab. Pinrang, 17 Mei 2023.

28 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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terlaksana. Namun untuk informasi keuangannya, pemerintah menyediakan
baliho yang di pajang di depan kantor desa. Disitu masyarakat bisa melihat
berapa dana desa di periode ini, berapa yang dialokasikan untuk ini dan
sebagainya.”?

Hasil wawancara yang di sampaikan kedua informan diatas, media
informasi yang bisa diakses oleh masyarakat desa yaitu baliho. Baliho tersebut
merupakan bentuk transparansi pemerintah Desa Wiring Tasi dalam pengelolaan
keuangan desa. Namun website desa yang diharapkan oleh masyarakat bisa aktif
kembali agar masyarakat dapat secara mudah memantau bagaimana perkembangan
Desa dan sisa dana. Namun dengan adanya Baliho tersebut masyarakat sudah
dapat merasakan transparan pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1.

Prinsip keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbukaan merupakan hak dalam
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak menyimpang dari apa yang
sebenarnya terjadi. Untuk menumbuhkan rasa percaya, Pemerintah Desa Wiring
Tasi memberikan informasi melalui media baliho untuk menerapkan prinsip

transparansi. Hal ini ditekankan oleh Kepala Desa bahwa:

“Dalam melaksanakan prinsip transparansi kami dari pemerintah Desa
Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi
keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan
untuk  pengeluaran-pengeluaran ~ yang  kami  gunakan  kami
menginformasikan melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun

% Renaldi, Masyarakat, Wawancara di Rumah Penyu Lowita Desa Wiring Tasi, Kab. Pinrang,
21 Mei 2023



37

untuk memberi tau semua pengeluaran selama waktu yang ditentukan,

biasanya setiap bulan.”*

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan, Pemerintah Desa Wiring Tasi
menginformasikan mengenai keadaan keuangan desa melalui media informasi
yakni Baliho serta mengadakan pertemuan untuk menginformasikan mengenai

pengeluaran yang digunakan selama kurang lebih satu bulan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1, laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan ~APB Desa dan realisasi APB Desa di informasikan kepada
masyarakat melalui media informasi dan Pasal 72 ayat 2 informasi yang dimaksud
pada ayat 1 paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi
kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan

alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa :

“Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga,
sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi
kita membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami
melaporkan kepada Bupati melalui camat®*

Dari apa yang disampaikan informan di atas pemerintah desa telah
memberikan akses informasi laporan pertanggungjawaban melalui baliho. Jadi
dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi sudah transparan dalam hal Laporan
Pertanggungjawaban dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

pasal 72 ayat 1 dan 2.

% Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 31 Mei 2023.

# Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat menunjukkan tingkat
pembangunan desa apabila transparansi tidak diterapkan bagaimana cara
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini akan
berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan
menjadikan desa yang tidak mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti wawancara

yang dilakukan dengan Kepala Desa bahwa:

“Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat
penting. Trasnparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan
pembangunan desa itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat
dalam mengetahui secara jelas dan nyata mengenai desa. Ada beberapa
indikator yang perlu dijalankan dalam pengelolaan dana desa, yang
pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua, transparansi dalam
pelaksanaan  dan  ketiga, transparansi dalam  pelaporan  dan
pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila
semua sudah di jalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah
sangat transparan. Namun jika ada salah satu dari indikator tersebut ada
yang tidak terlaksana maka bisa terjadi kecurangan dan penyelewengan.
Maka dari itu transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa.”

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa transparansi sangat penting
dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila tranparansi ini tidak terlaksana maka akan

terjadi kecurangan dan penyelewengan dana.Adapun
2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana
desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman pada Peraturan

Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

%2 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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Keuangan Desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi 5 (lima)

tahapan. Kelima siklus tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.

Pertanggung
Pelaksanaan

jawabamn

Gambar 4. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1) Perencanaan

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan
desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada
tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara dengan

Kepala Desa :

“Iya benar, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai

perencanaan pengelolaan keuangan desa.”

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan
rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman
penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap

tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
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bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Hasil wawancara dengan

Kepala Desa Desa :

“Benar, setiap pelaksanaan APB Desa itu dituangkan dalam musyawarah
dan dirapatkan kembali dalam rencana APB Desa, dituangkan menjadi
APB Desa tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa dan setiap rancangan
penyusunan APB Desa itu harus di musyawarahkan bersama BPD dan
dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga
kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang kemudian
ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa.”**

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wiringtasi :

“Kami menyusun APB Desa sesaui dengan RKP Desa yang telah
ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu
melalui musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.”**
Hasil Dari apa yang di sampaikan dua informan di atas, setiap penyusunan
APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian

Sekretaris Desa atas nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa.

Hasil ketiga indikator perencanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang
pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun
2018 dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dikatakan Accountabel.

% Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

% Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 31 Mei 2023.
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2) Pelaksanaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan
keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hasil

wawancara dengan Kepala Desa :

“Tahapan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke
kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini
PMD dan ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening
atas nama desa. Rekening atas nama Desa Wiring Tasi”®

Wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Wiring Tasi terkait

rekening Kas Desa sebagai berikut :

“Desa Wiring Tasi mempunyai rekening tersendiri atas Nama Desa Wiring
Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan dengan
penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening tersebut*®

Dari hasil wawancara kedua informan diatas, Desa Wiring Tasi
menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring Tasi
yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala
Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk penerimaan dan

pengeluaran desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

seluruh kegiatan selesai. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa :

% Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

% Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 16 Mei 2023.
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“Iya jadi kaur dan kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan
ini tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu
penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang
harus melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekertaris desa, dan ke
bendahara. Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya
kepada kepala desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu
kepala desa melaporkan ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi
pelaksanaan kegiatan dan ang,garam.”37

Wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan akhir

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu sebagai berikut :

“Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.*®

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Kasi dan
Kaur menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa melaporkan
pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1
(satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Adapun hasil wawancara

dengan Kepala Desa :

“Setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi
pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi
terkadang bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi
desa dalam setahun itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap.

%7 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

% Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 16 Mei 2023.
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Namun pada tahun 2022 kami tidak ada menggunakan anggaran belanja
tak terduga.”

Ketiga indikator pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang
pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Regulasi Permendagri No. 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.
3) Penatausahaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayar 1 dilakukan
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Hasil

wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara sebagai berikut :

“Benar, Kaur keuangan merangkap sebagai bendahara desa bertugas untuk
mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan. Pencatatan
mengenai penerimaan dan penegeluaran yang berkaitan dengan kas di catat
dalam buku kas umum.”*°

Pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa

bahwa:

“Setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada
buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban
desa.”

% Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

0 Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 16 Mei 2023.

! Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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4) Pelaporan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pasal 68 ayat 2
laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa
dan laporan realisasi kegiatan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa

sebagai berikut :

“Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat.
Pelaporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan
sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa. Laporan APB Desa
tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi
kegiatan.”*

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan

pelaksanaan APB Desa yaitu sebagai berikut :

“Laporan pelaksanaan APB Desa tiap semester/tahun berjalan yang telah
disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan
diberikan kebijakan paling lambat bulan desember.”**

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Benar kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan
menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir

%2 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

8 Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 16 Mei 2023.
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tahun. Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan
desember jadi terkadang ada kebijakan untuk pelaporannya.”**

Ketiga indikator pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil
wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi
dalam hal pelaporan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan :

a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
1. Laporan realisasi APB Desa; dan
2. Catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan; dan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke

Desa.

Hasil ~wawancara dengan Kepala Desa mengenai Laporan

Pertanggungjawaban Desa yaitu sebagai berikut:

* Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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“Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap
akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan
paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai dengan yang
telah  ditetapkan pada Peraturan  Desa. mengenai  laporan
pertanggungjawaban didalamnya sudah termasuk laporan realisasi kegiatan
dan program-program lainnya. Jadi laporan tersebut dibuat menjadi satu.”*

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban
dilaporkan setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan. Laporan tersebut

memuat mengenai laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi

Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Dana Desa harus
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Quran surah AL-Bagarah : 282
ada tiga indikator yang menjadi dasar dalam konsep akuntansi syariah yakni

Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran.

1. Pertanggungjawaban

Adanya tanggungjawab dari pemerintah desa menjadikan kepercayaan oleh

masyarakat lebih meningkat. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa :

“Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal
tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan
dana desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus
dilaporkan. Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban
pada akhir tahun anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati
melalui camat. Laporan ini juga kita serahkan kepada BPD untuk
disampaikan kepada masyarakat.”*

> Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.

* Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan mengenai

Pertanggungjawaban yaitu :

“Bentuk  pertanggungjawaban pemerintah desa yakni  Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap
pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu.”*’
Pada dasarnya, Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan laporan
realisasi dari Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati setelah tahun
anggaran berakhir. Namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, di

informasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat. Sesuai dengan

wawancara Kaur Pemerintahan bahwa:

“Untuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat desa kami menyampaikan

melalui BPD dan tokoh masyarakat lainnya, kami juga menyampaikan

laporan pertanggungjawaban ini di papan informasi, untuk website kami

belum terlalu aktif namun kita tetap usahakan agar laporan ini bisa di

ketahui masyarakat luas.”

Hasil wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan pemerintah
desa sudah menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan Prinsip Akuntansi
Syariah yang dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat

oleh pemerintah desa.

2. Keadilan
Bentuk keadilan di Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah

desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan :

“Untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan
musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh

* Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 31 Mei 2023.di
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agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya.
Kami dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan
oleh masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari
beberapa pihak saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan
kami dengar dan tampung serta diupayakan agar terlaksana.”*®

Hal ini dibenarkan oleh Bil Afni selaku masyarakat Desa Wiring Tasi bahwa :

“Adanya musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan
keputusan bersama,bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah
melakukan musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat.
Semua saran, kebutuhan dan keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna
untuk tercapainya desa yang maju. Semua saran yang diberikan di tampung
oleh pemerintah desa yang selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan
pembangunan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sudah
cukup adil dalam menerima setiap usulan yang diberikan.*

Menurut dua informan diatas penerapan konsep keadilan dari pemerintah desa
yaitu dengan mendengar setiap usulan yang diberikan masyarakat dalam musyawarah
desa. Setiap usulan ini diterima oleh pemerintah desa tanpa adanya penolakan,

namun seperti musyawarah lain setiap usulan yang diterima akan dibicarakan

kembali dan dipilih mana yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Salah satu hal yang selalu kami pertahankan yaitu perdamaian antara
masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami
tidak berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi
alhamdulillah dari segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa
biasanya mengadakan pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu
maupun anak-anak, dari segi kesehatan kami juga mempunyai posyandu di

*8 Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 31 Mei 2023.

* Bil Afni Hamzah, Masyarakat, Wawancara di Rumah Masyarakat Desa Wiring Tasi
Kab.Pinrang, 29 Mei 2023.
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setiap dusun agar memudahkan balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep
keadilan, desa sudah bisa dikatakan adil.”™
Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Pemerintah Desa sudah bersikap
Adil kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan
kepada semua masyarakat yang ingin memberikan usulan.
3. Kebenaran
Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat,
yang tidak akan ditumbangkan oleh perkisaran zaman, yang menolak dari segala
yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar. Al-Quran
mejelaskan arti kebenaran dalam dua hal, pertama menjelaskan makna kebenaran
berarti suatu yang real dan jelas, artinya pembenaran terhadap realitas, makna yang
kedua melalui penjelasan tentang lawan kata benar yaitu kata bathil atau dhalal
artinya kesesatan. Kata haq atau benar dalam Al-Quran mempunyai arti, sesuatu yang

wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya.>

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengenai bentuk kebenaran dalam

pengelolaan dana desa yaitu:

“Kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami
mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami
gunakan bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti
kegiatan yang telah terealisasikan.”>?

Wawancara dengan Bendahara mengenai prinsip kebenaran dalam

pengelolaan keuangan desa yaitu:

%0 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
> 'Yusuf Al Qard Hawi, Epistemologi Al-Qur’an (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). h. 4

52 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 29 Mei 2023.
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“Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan Perdes,

kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap kegiatan

yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan laporkan

kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti kegiatan yang

terealisasikan dengan jumlah dana yang digunakan.”53

Selain itu, akuntansi syariah juga merupakan kesesuaian dalam hal ini
kesesuaian antara apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang di catat, serta sesuai
dengan apa yang dilaporkan. Kesesuaian tersebut merupakan bagian dari
tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini sesuai

dengan wawancara Bendahara bahwa:

“kami menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan melaporkannya sesuai
dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-lebihkan
maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun
pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan
buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang
diserahkan di akhir tahun anggaran.”*
Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wiring
Tasi sudah sesuai dengan prinsip Kebenaran. Laporan Pertanggungjawaban
merupakan salah satu bukti bahwa apa yang di catat dengan apa yang terjadi di
lapangan. Adapun dari ketiga prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan
Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang sudah sesuai perspektif akuntansi
syariah. Prinsip Pertanggungjawaban dengan membuat laporan Pertanggungjawaban

sesuai dengan Peraturan Pemerintah, prinsip keadilan dengan memberikan

3Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab.
Pinrang, 16 Mei 2023.

>* Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.
127.
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kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan usulan, dan prinsip
kebenaran dengan melaporkan sesuai dengan yang terealisasikan.
B. Pembahasan

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Pada tahap awal perencanaan Kepala Desa mengadakan musyawarah desa
yaitu Musrembang Desa dengan tujuan untuk merencanakan Rancangan Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara
bersama informan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan
dana desa sangat dibutuhkan guna untuk tercapainya tujuan desa. Musrembang
merupakan wadah untuk masyarakat dalam memberikan usulan yang kemudian
disetujui oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi RKPDesa dan selanjutnya
dijadikan dasar penetapan APB Desa. APB Desa merupakan sebuah aturan desa yang
didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
Dalam Musrembangdes tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pendidik, karang taruna, serta organisasi desa lainnya.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1, Pemerintah desa
menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media
infromasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan, penyediaan
media informasi mengenai dana desa di di Desa Wiringtasi yaitu dengan adanya
baliho. baliho merupakan bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan
keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1 dan 2. Pemerintah desa memberikan

akses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan
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realisasi APB Desa serta laporan tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi
APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Medina and Ruffin dalam penelitiannya bahwa “transparency does have both
a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction”.55
Transparansi memiliki efek yang cukup besar dalam pengelolaan dana desa.
Pemerintah desa yang tertutup mengenai kondisi keuangannya dapat menimbulkan
argumen di masyarakat bahwa ada rahasia mengenai penyelewengan keuangan. Hal
ini dikarenakan Pemerintah desa tidak dapat menjelaskan mengenai pengalokasian
keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja pembangunan desa.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022
dapat dilihat pada gambar di bawah.

% Medina and Ruffin, “Transparency Policy and Students Satisfaction and Trust”.
Transforming Government: People, Proccest and Policy 9, No. 3 2015
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[FENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Dana Desa

|Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/kota
Pendapatan Lain-lain

[Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun sebelumnya

2.407.868.000
498.988.000
955.610.000
953.270.000
30.132.318
28.597.500
1.534.818

Bunga Bank
JUMLAH PENDAPATAN

2.438.000.318

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1.122.103.691

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ADD, PBK 116.500.000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ADD, PBK 374.151.600
[Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa ADD 3.755.000
Operasioanal Pemerintahan Desa ADD, PBK, DLL 170.059.791
Penyediaan Tunjangan BPD ADD, PBK 51.850.000
Penyediaan Operasional BPD ADD 5.000.000
Penyediaan Insentif RT/RW ADD, PBK 9.900.000
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (Aset Tetap) ADD, PBK 311.087.300
Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDEs (Reguler) DDSs 5.500.000
Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dlil., non reguler) DDs 1.550.000
Musyawarah Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes.dlil) DDs 2.750.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa ADD, DLL 70.000.000
|Bidang Desa 936.755.100
Pelatihan Tukang dan TPK DDs 7.362.150
Insentif Kader Posyandu DLL, PBK 30.000.000
Pemberian Makanan Tambahan DDs 7.200.000
Insentif Kader Pembangunan DDS, PBK 13.200.000
Penyuluhan dan F il di Bi K (Kader Kesehatan) DDs 6.011.400
Desa Siaga Kesehatan DDS 16.500.000
Pembangunan Perintisan Jalan Lero B PBK 17.955.300
Pembangunan Rabat Beton dan Ducker Perumahan PBK 23.210.900
Pembangunan Rabat Beton Perumahan Nelayan PBK 58.934.050
Pembangunan Rabat Beton Jalan Akses Wisata PBK 138.197.150
[Pembangunan Rabat Beton Samping Rumah Walet PBK 35.280.250
Pembangunan Plact Ducker Lero B PBK 17.567.400
Pembangunan Jembatan Kayu JI Tani Lero Menralo (Titik Mina) DDs 12.141.050
Pembangunan Jembatan Kayu JI Tani Lero B (Puang Batisa) DDs 8.680.750
Pembangunan Jembatan Kayu Lero Menralo (P. Dalle) DDSs 8.680.750
Pembangunan Jembatan Kayu Lero B (Puang Suppu) DDs 6.524.300
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (P.lmam) DDs 18.483.000
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M ( Bpk Ikki) DDs 18.483.000
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (A. Amir) DDs 18.483.000
PengadaanTenda Kuburan (2 Unit) ADD 10.000.000
Saluran Pembuang Lero B ADD 66.581.750
Galian Sedimentasi Drainase Samping Kantor Desa ADD 5.166.100
Pembangunan Drainase Samping Kantor Desa Dusun Lero Menralo ADD 24.592.500
lJamban Dusun Lero Menralo 30 Unit) PBK 168.307.550
[Jamban Dusun Lero B (30 Unit) PBK 168.307.550
Pembangunan Krib Dusun Lero Menralo ADD 29.645.200
Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,dll) DDS 1.250.000
|Bidang i K 22.011.400
[Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga ADD 6.011.400
Pembinaan LKD ADD 1.000.000
Pembinaan PKK ADD 15.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 45.000.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan DDsS 45.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana 325.997.500
Bidang Keadaan Darurat DDS. DLL 5.597.500
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) DDS 320.400.000
JUMLAH BELANJA 2.451.867.691
SURPLUS / (DEFISIT) (13.867.373)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 13.867.373
Sisa Lebih Perhitungan Angg: Tahun ya ADD, DDS 13.867.373
Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH PEMBIAYAAN 13.867.373

Alamat Pengaduan :

1. Kotak Pengaduan di Kantor Desa Wiring Tasi

2. Telp/HP +6285234971888

3. Email : wiringtasidesa@gmail.com

4. Website Portal Desa : desawiringtasipinrang.wordpress.com

Gambar 4. 2 APB Desa Wiring Tasi
Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa

Lero Menralo, 31 Agustus 2022
Plt. KEPALA DESA WIRING TASI

AKRAB
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2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang
1) Perencanaan

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan
desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa
pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara
dengan informan bahwa dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran
mengenai rencana pengelolaan keuangan desa. APB Desa terdiri dari
pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi
penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali
Kota setiap tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun
merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Adapun hasil
wawancara dengan informan bahwa setiap penyusunan APB Desa sesuai dengan
RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian Sekretaris Desa atas
nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa.

Hasil dari indikator perencanaan diatas dapat disimpulkan bahwa
Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang pada tahap
perencanaan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan
dapat dikatakan Accountabel. Menurut Ahmad Mustanir dkk dalam bukunya
“Teori Administrasi Publik” menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan

desa disusun sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada peraturan
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perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kotasé yaitu Peraturan Pemerintah
Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan
dari suatu pembangunan baik itu dalam pemberian masukan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Maka dari
itu, setiap individu ataupun dalam bermasyarakat yang merasakan manfaat
dari pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan dari perencanaan
program kerja pemerintah desa.””” Hal ini juga dapat menjadikan masyarakat
dan pemerintah desa bekerja sama dalam pengembangan wilayahnya.
Menurut Ahmad Mustanir dkk dalam bukunya “Teori Administrasi Publik”
menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan
kewenangan dan mengacu pada peraturan perencanaan pembangunan
Kabupaten dan Kota®® yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri mengenai

pengelolaan keuangan desa.

% Ahmad Mustanir, dkk. Teori Administrasi Publik, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi,
2023. Hal. 123

> Lakmanul Hakim, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta
Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang” Jurnal Politikum Indonesiana 2, No. 2, 2017. Hal. 43

%8 Ahmad Mustanir, dkk. Teori Administrasi Publik, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi,
2023. Hal. 123



Tabel 4. 1 Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA)

Tahun 2022
Desa : Wiring Tasi
Kecamatan : Suppa
Kabupaten : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang/Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
Prakiraan Rencana
No Lokasi | Volume | Sasaran/Manfaat Waktu Kerja Kerja Pelaksanaan
; ; ; Pelaksanaan SOLPA | Swa Sama Sama Kegiatan
Bidang Jenis Kegiatan ADD DDS DLL Kelola Antar Pihak
Desa Ketiga
a b c d e f g h i k | m n
Terbayarnya
< Penghasilan Tetap Januari-
1 | Penghasilan Tetap & 120B | gan Tuniangan v
tunjangan Kepala Wiring - S 5 Desember
Desa Tasi prla) P 57.000.000 kaur keuangan
Terbayarnya
Penghasilan dan Januari-
2 Penghasilan Tetap & 120B | Tunjangan Y
) - Desember
tunjangan Wiring Perangkat Desa
perangkat Desa Tasi 193.892.400 kaur keuangan
Terpenuhnya
Penyediaan jaminan Operasional Januari-
Penyelehggaraan 3 sosial Kepala Desa 12 0B | jaminan sosial N 4
1 Pemerintahan dan Perangkat Desa | Wiring Kepala Desa dan
Desa Tasi Perangkat Desa 2.000.000 kaur Keuangan
Penyediaan Terpenuhinya Januari-
4 Operasional Wiring 12 0B operasional Desember 4 Kaur Umum &
Pemerintah Desa Tasi perangkat desa 150.000.000 Tata Usaha
5 Penyediaan Wiring 12 0B Terpayarnya Januari- v
Tunjangan BPD Tasi tunjangan BPD Desember 34.200.000 kaur Keuangan
6 Penyediaan wiring | 150 terpenuhinya Januari- v Kaur Umum &
Operasional BPD Tasi operasional BPD Desember 5.000.000 Tata Usaha
Penyediaan Terpenuhinya Januari-
7 Insentif/Operasional | Wiring 12 0B operasional Desember v
RT/RW Tasi RT/RW 7.200.000 kaur Keuangan
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Penyediaan sarana

Terpenuhinya

8 JAset Tetap Wiring 12 0B operasional Djjsr::::kr);r Kaur Umum &
Perkantoran) Tasi perkantoran 251.140.000 Tata Usaha
Penyelenggaraan Terselenggaranya
Musyawarah Musyawarah .

Januari-

9 Perencanaan 12 0B Perencanaan Desember
Desa/Pembahasan Wiring Desa/Pembahasan
APBDes Tasi APBDes 5.000.000
Pengembangan Adanya pemetaan
Teknologi sistem desa dan Januari-

10 geospasial infomasi Wiring 1 Paket digitalisasi desa Desember
desa berbasis digital | Tasi 65.000.000

meningkatkan
data sdga agar
11 | Pemutakhiran SDGs 1 Paket sesual t}iengan Januari-
fakta di lapangan Desember
Wiring Kaur
Tasi 6.000.000 Perencanaan
Jumlah Per Bidang 1 | 770.432.400

1 Pemberian Wiring 12 Bln terpgr}uhlr?ya Y Januari-

Makanan Tambahan | Tasi nutrisi bayi/balita Desember 4.800.000 Kasi Pelayanan
Meningkatkan
Insentif Kader kegiatan

2 Posyandu Wiring 1208 pelayanan Januari-

Tasi posyandu Desember 24.000.000 Kasi Pelayanan

3 | Insentif KPM Wiring | 17 0B ,t:::iltel: ﬁﬁe,:,,ranya Januari- _

Tasi Desember 7.200.000 Kasi Pelayanan
meningktanya

4 gz:i:g:ig;onsa Wiring 1 Unit pendataan kader Januari- Kasi

Pembangunan Tasi KPM Desember 5.000.000 Kesejahteraan
Desa Pembangunan terbangunnya

5 Pemecah Ombak 1 Unit penahan tanah
Pekuburan Lero Wiring perkuburan Januari- Kasi
Menralo Tasi Desember 16.271.600 Kesejahteraan
paPPanginan Terbangunnya

6 | drainase samping - 50 M s ® on ) )

Kantor Wiring prasarana Januari- Kasi
Tasi lingkungan Desember 47.820.650 Kesejahteraan
Normalisasi Terbangunnya

7 | drainase samping - 95 M Sad® dan ) )

kantor desa Wiring prasarana Januari- Kasi
Tasi lingkungan Desember 7.125.000 Kesejahteraan
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mengembangkan
sistem

Pembangunan transparansi dan
8 muara saluran 36 M akuntabilitas
dusun Lero B dalam
Wiring pelaksanaan dana | Januari- Kasi
Tasi desa Desember 76.521.650 Kesejahteraan
Pengadaan tenda Wirin ; Tersedianya Januari- Kasi
9 &1 2Unit | failitas TPU )
perkuburan Tasi Desember 5.000.000 Kesejahteraan
mengembangkan
sistem
Pengadaan transparansi dan
10 | informasi Publik 1s akuntabilitas
Desa (Baliho) dalam
Wiring pelaksanaan dana | Januari- Kasi
Tasi desa Desember 2.500.000 Pemerintahan
Untuk
memudahkan
11 .Pembangunar? 7 Unit petani tambak
jembatan Tani dalam
Wiring mengangkut hasil Januari-
Tasi pertanian Desember 108.374.000
untuk
memudahkan
12 P‘embangunan pintu 6x3 petani tambak
air tambak dalam mengontrol
Wiring pasang surutnya Januari-
Tasi air laut Desember 15.000.000
Jumlah Per Bidang 2 38.571.600 | 430.841.300
Bantuan alat Terlaksananya
1 olahraga Wiring | 1 Paket | kegiatan olahraga Januari-
kepemudaan Tasi Desember 5.000.000 Kasi Pelayanan
Terlaksananya
2 Pembinaan LKD Wiring | 2 Paket | Kegiatan Januari-
. Tasi operasional Lkd Desember 2.400.000 Kasi Pelayanan
Pembinaan
Masyarakat . . TerI.aksananya .
3 Pembinaan PKK Wiring | 3 Paket | kegiatan Januari-
Tasi operasional PKK Desember 15.000.000 Kasi Pelayanan
meningkatnya
4 Pelatihan Kader 4 1 Kali kegiatan .
Posyandu Wiring pelayanan Januari-
Tasi posyandu Desember 7.000.000 Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3 29.400.000

58




Study Tour Kepala

Meningkatkan

Desa Wiring 10rg keterimpélan Januari- Kasi
Tasi aparatur desa Desember Pemerintahan
Pemberdayaan Study Tour Kepala Meningkatkan
Masyarakat Desa & Perangkat Wiring 40rg keterimpélan Januari- Kasi
Desa Tasi aparatur desa Desember 40.000.000 Pemerintahan
Pengembangan Wiring 1s Merﬂngkatkgn Januari-
usaha pertanian Tasi hasil pertanian Desember 45.000.000 Kaur Keuangan
Jumlah Per Bidang 4 40.000.000 45.000.000
Terbayarnya
bantuan langsung
BLTD Dana Desa Wiring L2 08 tunai ke Januari- Kasi
P | Tasi masyarakat Desember 320.400.000 Kesejahteraan
enanggulangan Terlaksananya
Bencana Keadaan ional
Darurat dan Pencegahan Covid- 1s operasmnla
enanggulangan
Mendesak desa 19 Wiring Eencaff & Januari- Kasi
Tasi Desember 61.349.600 Kesejahteraan
- Tersedianya biaya : :
Bidang tak Terduga Wiring 1s tak (OO0 Januari- Kasi
Tasi g Desember Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 5 381.749.600
JUMLAH TOTAL | 878.404.000 | 857.590.900

Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa, 2022
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2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling penting
dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini semua kegiatan yang
dilakukan pemerintah desa merupakan sebuah rangkaian dalam pembangunan
desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan
keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang
dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali
Kota. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Desa Wiring Tasi
menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring
Tasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan
Kepala Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk
penerimaan dan pengeluaran desa.

Rekening Kas Desa adalah tempat menyimpan uang Pemerintah Desa
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
pengeluaran Desa. Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk
ke APBDesa melalui rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN
(Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Penyaluran DAK (Dana Alokasi
Khusus) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran.59

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

% Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa, Jakarta : 2021.
(https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kota bumi/id/informasi/dana-transfer/dana-desa.html)
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seluruh kegiatan selesai. Pemerintah desa Wiringtasi dalam hal ini Kepala
Urusan (Kaur) dan Kasi (Kepala Seksi) menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala
Desa menyampaikan laporan tersebut kepada Camat. Kaur dan Kasi Pemerintah
Desa Wiringtasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai paling lambat
7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Sebelum menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksana
Anggaran) kepada Kepala Desa, setelah di setujui kaur dan Kasi mulai
melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA. Setelah seluruh kegiatan selesai Kaur
dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada Kepala Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa
melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota
paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Hasil
wawancara dengan informan bahwa setiap pengeluaran anggaran belanja tak
terduga tertuang pada APB Desa, namun dalam bidang ini hanya kemungkinan
kecil dapat tersalurkan sebab mengikuti keadaan dan kondisi desa tersebut.

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran APBDes untuk
keadaan darurat atau keperluan mendesak/diluar dari aktifitas Pemerintah Desa
itu sendiri dan tidak diharapkan berulang dan diluar kendali Pemerintah Desa

seperti penanggulangan bencana alam. Adapun dari hasil wawancara di atas,
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Desa Wiring Tasi tidak menggunakan anggaran belanja tak terduga sehingga
tidak melaporkan kepada Bupati.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan regulasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.

Dalam pelaksanaannya, semua aktivitas baik penerimaan maupun
pengeluaran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengajuan
rancangan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
diveifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Adanya kebijakan dalam prioritas
umum dana desa digunakan dalam pengembangan ekonomi desa, pemenuhan
kebutuhan dasar, serta membangun sarana dan prasarana desa.60 Menurut Arif
dan Irfan, tahapan pelaksanaan merupakan suatu kegiatan mengelola dan
menggerakkan sumber daya manusia serta dana yang digunakan untuk
menjalankan program desa.61 Pada tahap ini memungkinkan pelaksanaan yang
telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.
Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat bergantung pada sistem pengawasan
yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga ketika terjadi suatu masalah
pemerintah dapat segera mengambil keputusan.

3) Penatausahaan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi

% Riant Nugroho dan Firre An Suprapto, Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan
Keuangan Desa, Elex Media Komputindo. Hal. 8

8! Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam
Pengelolaan Keuangan Desa” Jurnal Administrasi Publik 9, No. 2, 2019. Hal. 95
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kebendaharaan. Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayar 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum. Serta pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Hasil wawancara
dengan informan bahwa kaur keuangan sebagai bendahara desa mencatat
seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Setiap akhir tahun
buku kas umum terssebut ditutup dan kemudian dijadikan sebagai laporan
pertanggungjawaban desa.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk
mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan
dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan peengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB
Desa.62 Terdapat dua indikator Penatausahaan dalam pencatatan pengelolaan
Keuangan, yaitu Penatausahaan Penerimaan Anggaran dan Penatausahaan
Pengeluaran Anggaran. Menurut Kiki Srirejeki dalam penelitiannya bahwa
dalam tata kelola keuangan yang baikpencatatan dalam penatausahaan
mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dalam mengelola keuangan desa.
Seluruh aktivitas keuangan dicatat dalam pencatatan keuangan yang nantinya

dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan.63

%2 Farida Kurnianingrum dkk, Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa
(Jakarta : Kompak, 2021), h. 1.

8% Kiki Srirejeki, Tata Kelola Keuangan Desa, Jurnal Akuntansi dan Bisnis 15, No. 1, 2015.
Hal. 35
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Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan regulasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.

4) Pelaporan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pasal 68 ayat 2
laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB
Desa dan laporan realisasi kegiatan. Hasil wawancara dengan informan
menunjukkan bahwa Kepala Desa menyampaiakan laporan pelaksanaan APB
Desa semester pertama kepada bupati melalui camat dimana laporan APB Desa
tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi
kegiatan.

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
Hasil wawancara dengan informan bahwa kepala desa menyusun laporan
pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Laporan pelaksanaan APB Desa dilaporkan
paling lambat bulan desember atau akhir tahun .

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan
hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama

satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas
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dan wewenang yang diberikan. Pemerintah desa selaku penyelenggara
pemerintahan desa yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam
pengelolaan keuangan desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester pertama yakni
laporan realisasi APBDesa yang harus disampaikan paling lambat pada akhir
bulan januari tahun berikutnya.64

Menurut Ita Mustika dan Rizki pelaporan keuangan merupakan sebuah
wujud pertanggungjawaban dari suatu organisasi kepada pihak yang
berkepentingan dalam lingkup organisasi tersebut. Sedangkan laporan keuangan
merupakan salah satu sumber informasi mengenai keuangan perusahaan yang
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.e5 Laporan keuangan
tersebut disusun dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Fokus utama dari pelaporan ini yaitu menghasilkan informasi mengenai seluruh
aktifitas perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board) diperlukan
karakteristik yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik, yaitu
1. Informasi yang diberikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Kesesuaian antara fakta dengan informasi dalam pelaporan keuangan.
3. Informasi memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan

agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

4. Pelaporan keuangan dibuat secara singkat dan jelas agar mudah dipahami.

% Andi Hartati dkk, Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi (Bandung : Media
Sains Indonesia, 2022), h. 122.

% Ita Mustika dan Riski Ferikhum Farikhah, Analisis Pelaporan Keuangan Pada PT. Lima
Mas Sentosa, Measurement Jurnal Akuntansi 15, No. 1, 2021. Hal. 2
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5. Pelaporan keuangan mencakup semua aktifitas agar tidak terjadi salah saji
yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dijadikan dasar
dalam pengambilan keputusan karena dinilai kurang bermanfaat.

6. Manfaat dari informasi pelaporan keuangan harus membenarkan
tersedianya biaya dan penggunaannya dalam pengelolaan keuangan.”66

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi

Kabupaten Pinrang pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan regulasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa namun dan dapat dikatakan Accountabel.

5) Pertanggungjawaban
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan :
a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
3. Laporan realisasi APB Desa; dan
4. Catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan; dan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke Desa.

% Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam
Pengelolaan Keuangan Desa” Jurnal Administrasi Publik 9, No. 2, 2019. Hal. 97
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Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa setiap laporan
pertanggunjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran
paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggunjawaban terdiri dari leporan realisasi kegiatan dan program-program
lainnya.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan Bupati/Wali Kota
menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Menteri melalui  Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggu kedua bulan April tahun berjalan.67 Menurut Sulistiyani, dalam
akuntabilitas terdapat suatu kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan
seluruh kegiatan terutama dalam aktifitas keuangan kepada pihak yang
berkepentingan. Pertanggungjawaban mencakup aspek-aspek kemudahan
pemberi mandat untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun secara
tertulis.68 Pertanggungjawaban akuntabitas bertujuan untuk menjabarkan secara
terperinci pelaksaan kegiatan yang terealisasikan, mulai dari perencanaan
sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan
regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa namun dan dapat dikatakan Accountabel. Adapun

®” Andi Hartati dkk, Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi (Bandung : Media
Sains Indonesi, 2022), h. 123.

%8 Sulistiyani, Memahami Good Governance: Dalam Perpektif Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta: Gava Media, 2011. Hal. 71.
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laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada gambar di

bawah.
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3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi
Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah

Transparansi dan akuntabilitas Dana Desa merupakan kewajiban dalam
melaporkan serta memberikan informasi yang jelas sesuai dengan prinsip-
prinsip dalam islam. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar dalam prinsip
akuntansi syariah tersebut yaitu pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran.
1. Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umunya “tanggungjawab” diartikan sebagai
keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu
suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku
seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban
berkaitan langsung dengan konsep amanah.®® Salah satu ayat yang yang
mendasari prinsip tanggungjawab terdapat pada Al-Quran Surah Al-Mudassir

ayat 38 yang berbunyi :

PiN4

- r 2

Terjemahnya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”"

Avyat di atas menjelaskan bahwa setiap yang dilakukan manusia nantinya
akan di pertanggung jawabkan. Seperti hal nya seorang pemimpin yang harus
bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, seorang pemimpin pada

hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Dalam

%9 Lantip Susilowati, ‘Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah’, (IAIN

Tulungagung 3, No. 2, 2017), h. 5.

246

"0 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.
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Pemerintahan Desa, prinsip pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk
Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan laporan dalam
menyampaikan hasil pekerjaan yang menggunakan dana desa selama satu
periode. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat oleh kepala desa untuk
disampaikan kepada Bupati setelah satu tahun anggaran berakhir.

Hasil wawancara dengan informan bahwa laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh pemerintah desa Wiringtasi disusun secara bertahap (triwulan)
yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap
ketiga 20% dari nilai pagu. Nilai pagu merupakan batas pengeluaran dana
tertinggi yang tidak dapat dilampaui pengeluarannya serta pelaksanaannya yang
harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapaun bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat yaitu dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban
tersebut pada papan nformasi.

2. Keadilan

Keadilan dengan kata lain adil, tidak berat sebelah, tidak memihak
ataupun berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Adapun ayat
yang mendasari prinsip keadilan yaitu terdapat dalam Al-Quran surah AN-Nabhl
{16} ayat 90 yang berbunyi :

\....ouzj\ u_c QA;J} JJ—“J\ 83 UL“) Q\.....:>-\HJ J.«\’J\a \; 4).5\ Q\ &
& &85 S K iy K

Terjemahnya :
90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
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Iggr))a;(ljamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat

Ayat di atas menjelaskan Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku

adil dalam setiap perlakuan dan perbuatannya tanpa membeda-bedakan

suku,agama dan ras, dan Allah melarang kita untuk berselisih dengan sesama.

Maka jadilah pemimpin yang adil kepada bawahanmu sebagaimana Allah
memerintahkan mu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk keadilan yang diterapkan
oleh pemerintah Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah desa.
Dalam musyawarah tersebut tokoh masyarakat yang hadir memberikan
usulannya yang kemudian ditampung oleh pemerintah desa untuk nantinya
dijadikan sebagai Rancangan Kerja Pemerintah Desa.

Konflik merupakan salah satu kesenjangan yang sangat sering terjadi
bahkan sudah menjadi realitas pada masyarakat desa. Konflik ini terjadi karena
adanya ketidakadilan dalam pembangunan desa, lemahnya hukum yang ada di
desa, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan bahkan diskriminasi. Untuk
menghindari hal tersebut, pemerintah desa perlu mengupayakan agar setiap
masyarakat merasa adil dalam mewujudkan desa yang sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep keadilan, pemerintah desa
Wiring Tasi sudah menerapkan konsep keadilan terhadap masyarakat..
Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip keadilan tidak terlepas dari

kebutuhan masyarakat yang harus terealisasikan. Pemenuhan sarana dan

2717.

™t Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.
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prasarana yang bersifat umum menjadi salah satu bentuk pembangunan desa
yang harus terpenuhi dan yang paling utama.
3. Kebenaran

Salah satu dasar dalam menjalan prinsip Kebenaran yaitu terdapat dalam

Al-Quran Surah Al-Bagarah {2} ayat 42 yang berbunyi :

& oy A G 1,85 gudy 1,2
Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(Janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.”

Maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah kalian mencampur kebenaran
yang kalian ketahui dengan sesuatu yang kalian rekayasa, sehingga kebenaran
dan rekayasa tersebut tidak dapat dibedakan. Bentuk prinsip Kebenaran di Desa
Wiring Tasi yaitu dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan
Desa.

Dalam islam diperintahkan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat
agar tidak terjadi kekeliruan antara pihak yang melakukan transaksi. Hal ini

sesuai dengan Quran surah Al-Bagarah ayat 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apanila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada
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dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatnya.. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah
mu’amalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika kamu tidak
menulisnya). Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.
Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha

. 72
mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan transaksi non tunai
yang dibayar dalam kurung waktu yang ditentukan (jual-beli, sewa menyewa,
berutang-piutang) harus dicatat dengan benar tanpa mengurangi maupun
melebihkan. Adapun yang menuliskan yaitu orang-orang yang jujur dan dapat
dipercaya. Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus
mencatat transaksi yang dilakukan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan
faktanya yang kemudian hal ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan
Bupati dan Peraturan Desa (PerDes). Setiap pelaksanaan kegiatan dilaporkan

kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti kebenaran atas

"2 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009).
Hal. 100.
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kegiatan yang terealisasikan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai
antara antara apa yang di catat serta yang dilaporkan.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Wiring Tasi telah
menerapkan prinsip akuntansi syariah. Pada indikator Pertanggungjawaban,
pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan
kepada bupati dan masyarakat. Pada indikator keadilan, pemerintah desa
mengadakan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada setiap
masyarakat yang ingin memberikan usulan. Pada tahap kebenaran, pemerintah
desa mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada serta dapat
dibuktikan dengan laporan pertanggungjawan.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Wiring Tasi yang dilakukan oleh
peneliti dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Okta Dina
Putri dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di desa Gobah berpedoman
pada Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 namun
transparansi dan akuntabilitas dana desa Gobah terdapat hambatan yaitu dengan
kurangnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan Sumber daya Manusia
belum terlalu berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sedangkan hasil
penelitian yang dilakukan di desa Wiring Tasi berpedoman pada Permendagri
No 20 Tahun 2018 serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam
pembangunan desa.

Herianti dengan penelitian yang berjudul “Transparansi dan

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut
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Perspektif Keuangan Publik Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
adanya dampak yang terjadi dari tata kelola dana yaitu dengan adanya
pembangunan infrastruktur dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.
Bentuk akuntabilitas pada penelitian ini  mengacu pada bentuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sedangkan pada penelitian di desa
Wiring Tasi bentuk akuntabilitas dana desa mengacu pada Pereaturan Menteri
dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1.

2.

3.

Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No. 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi
Kabupaten Pinrang sudah berdasarkan dengan prinsip Akuntansi Syariah
dengan menerapkan 3 (tiga) indikator Akuntansi Syariah dalam pengelolaan

Keuangan yaitu pertanggungjawaban, Keadilan dan kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan

saran kepada pemerintah desa dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih

bermanfaat ke depannya.

1.

Bagi Pemerintah Desa
Dalam prinsip transparansi, pemerintah desa Wiring Tasi sudah cukup
transparan dengan adanya Baliho, namun harusnya meningkatkan

transparansi dengan mengaktifkan website desa sehingga memudahkan

80



81

masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada di sesa. Kemudian untuk
prinsip akuntabilitas, diharapkan agar pemerintah desa lebih meningkatkan

pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dana
desa perspektif akuntansi syariah, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar
membahas dan mengkaji mengenai komponen pengelolaan dana desa secara

mendetail.
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JUDUL : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA

DESA DI DESA WIRING TASI KABUPATEN
PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI
SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Kepala Desa dan Staf Desa Wiringtasi
Transparansi

1. Kapan Musrenbang Desa dilaksanakan?

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan
pengelolaan dana desa?

3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerpkan prinsip transparansi terkait
pengelolaan dana desa?

4. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada

masyarakat melalui media informasi?
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Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana
kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat
pengaduan, apakah sudah sesuai?

Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada
masyarakat melalui media informasi? Apakah terlaksana?

Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa?

Akuntabilitas

1.

Dalam proses perencanaan, bagaimana pemerintah desa dalam merencanakan
penerimaan dan pengeluaran pada tahun anggaran yang di anggarkan?
Pelaksanaan kegiatan, Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui
apa? menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dan melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
bupati?

Pada bagian penatausahaan keuangan, apakah sudah berjalan dan sesuai
dengan tugasnya? Mencatat penerimaan/pengeluaran dalam buku kas umum
dan ditutup setiap akhir tahun?

Bagaimana pemerintah desa dalam melaporkan laporan realisasi kegiatan
semester pertama kepada Bupati? Dan bagaimana pelaporan pelaksanaan APB
Desa?

Bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi kepada Bupati? Dan bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan

pertanggungjawabannya?
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Akuntansi Syariah

1.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?

Bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban?

Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa
Wiring Tasi?

Apakah pemerintah sudah adil dalam hal pembangunan, pendidikan dan
kesehatan masyarakat Desa Wiring Tasi?

Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan
regulasi?

Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa

yang di catat?

B. Wawancara Untuk Masyarakat Desa Wiringtasi

1.
2.
3.

Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembangdes?

Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes dan
rapat rapat lainnya yang melibatkan masyarakat, apakah bisa dikatakan aktif
atau pasif?

Bagaimana partisipasi yang diberikah masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa, dan seperti apa bentuk pasrtisipasi yang diberikan?

Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang

keadaan keuangan desa?
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Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai
judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk

digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Juli 2023
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Transkip Wawancara

Informan 1
Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
Tempat : Rumah Kepala Desa Wiring Tasi

Identitas Informan 1

1.

Nama : AKRAB

2. Jabatan : Kepala Desa

Hasil Wawancara
Transparansi

1.

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan
pengelolaan dana desa?

Jawab : Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari
pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh pendidik,
tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa.

Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi?

Jawab : Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat.
Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya memuat mengenai profil
desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena faktor tertentu website tersebut
tidak terlalu aktif, makanya kami hanya menggunakan baliho sebagai media
informasi.

Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan
anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan, apakah
sudah sesuai?

Jawab : informasi yang kami berikan memuat tentang APB Desa, jenis anggaran,
serta alamat pengaduan.

Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada
masyarakat melalui media informasi? Informasi yang diberikan kepada
masyarakat paling sedikit memuat Lapaoran Realisasi APB Desa, laporan
realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ tidak terlaksana, sisa
anggaran, dan alamat pengaduan, apakah sudah sesuai?

Jawab : Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga,
sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi kita
membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami
melaporkan kepada Bupati melalui camat.

Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa?
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Jawab: Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat penting.
Trasnparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan pembangunan desa
itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui secara jelas
dan nyata mengenai desa. Ada beberapa indikator yang perlu dijalankan dalam
pengelolaan dana desa, yang pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua,
transparansi dalam pelaksanaan dan ketiga, transparansi dalam pelaporan dan
pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila semua sudah di
jalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah sangat transparan. Namun
jika ada salah satu dari indikator tersebut ada yang tidak terlaksana maka bisa terjadi
kecurangan dan penyelewengan. Maka dari itu transparansi sangat penting dalam
pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas
Indikator Perencanaan

1. Apakah pemerintah desa malaksanakan Musrembang Desa dan Kapan
Musrenbang Desa dilaksanakan?
Jawab : Kami melaksanakan Musrembang Desa yang dilaksanakan di awal tahun
atau dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk
membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun.

2. Apakah Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang
dianggarkan dalam APB Desa?

Jawab : lya, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai
perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa
setiap tahunnya?
Jawab : Benar, setiap pelaksanaan APBDes itu dituangkan dalam musyawarah
dan dirapatkan kembali dalam rencana APBDes, dituangkan menjadi APB Desa
tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa.

4. Apakah Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB) yang telah disusun
merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa?
Jawab : Betul, karena setiap rancangan penyusunan APB Desa itu harus di
musyawarahkan bersama BPD dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh
agama, serta lembaga kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang
kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa.

Indikator Pelaksanaan

5. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui
rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut?
Jawab : tahapan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke
kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini PMD dan
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ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening atas nama desa.
Rekening atas nama Desa Wiring Tasi.

Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling
lambat 7 hari sejak kegaiatan selesai?

Jawab : lya jadi kaur dan kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan ini
tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu
penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang harus
melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekertaris desa, dan ke bendahara.
Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya kepada kepala
desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu kepala desa melaporkan
ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran.

Apakah kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan?
Jawab : setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi
pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi terkadang
bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi desa dalam setahun
itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap.

Indikator Penatausahaan

8.

Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutu setiap
akhir tahun?

Jawab : setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada
buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban desa.

Indikator Pelaporan

9.

10.

11.

Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat?

Jawab : Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat. Pelaporan ini
bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan sebagai bentuk
tanggungjawab pemerintah desa.

Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan
realisasi kegiatan?

Jawab : Benar, Laporan APB Desa tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB
Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Apakah Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan
menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran paling lambat bulan juli tahun berjalan?
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Jawab : Benar, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan
menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir tahun.
Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan desember jadi
terkadang ada kebijakan untuk pelaporannya.

Indikator Pertanggungjawaban

12. Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Jawab : Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan
setiap akhir tahun anggaran.

13. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa?
Jawab : lya, benar bahwa Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling
lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

14. Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan
keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke desa?

Jawab : Benar, mengenai laporan pertanggungjawaban didalamnya sudah
termasuk laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya. Jadi laporan
tersebut dibuat menjadi satu.

Akuntansi Syariah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?
Jawab : Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal
tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan dana
desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus dilaporkan.
Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati melalui camat. Laporan ini
juga kita serahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada masyarakat.

2. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung?
Jawab : kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami
mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami gunakan
bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti kegiatan yang
telah terealisasikan.

3. Apakah pemerintah desa sudah adil dalam pembangunan, pendidikan, serta
kesehatan masyarakat?
Jawab: Salah satu hal yang selalu kami pertahankan yaitu perdamaian antara
masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami tidak
berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi alhamdulillah dari
segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa biasanya mengadakan
pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu maupun anak-anak, dari segi
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kesehatan kami juga mempunyai posyandu di setiap dusun agar memudahkan
balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep keadilan, desa sudah bisa dikatakan

adil.
Transkip Wawancara
Informan 2
Tanggal Wawancara : 16 Mei 2023
Tempat . Kantor Desa Wiringtasi

Identitas Informan 2
1. Nama : A. Ratnawati
2. Jabatan : Bendahara

Hasil Wawancara

1.

Kaur dan Kasi menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan
selesai. Apakah sudah terlaksana?

Jawab : Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai

Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui
rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut?

Jawab : Desa Wiring Tasi mempunyai rekening tersendiri atas Nama Desa
Wiring Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan
dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening
tersebut.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan, apakah sesuai?

Jawab : Benar, Kaur keuangan merangkap sebagai bendahara desa bertugas
untuk mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayar 1 dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, apakah
sesuai?

Jawab : Pencatatn mengenai penerimaan dan penegeluaran yang berkaitan
dengan kas di catat dalam buku kas umum.

Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat?
Jawab : Laporan pelaksanaan APB Desa tiap semester/tahun berjalan yang
telah disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan
diberikan kebijakan paling lambat bulan desember.
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6. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung?
Jawab : Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan
Perdes, kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap
kegiatan yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan
laporkan kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti
kegiatan yang terealisasikan dengan jumlah dana yang digunakan.

7. Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa
yang di catat ?
Jawab : kami menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan melaporkannya
sesuai dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-
lebihkan maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun
pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan
buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang
diserahkan di akhir tahun anggaran.
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Transkip Wawancara

Informan 3
Tanggal Wawancara : 31 Mei 2023
Tempat : Kantor Desa Wiring Tasi

Identitas Informan 3

1.
2.

Nama : ERFIANA PARAJAI
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN (Kepala Seksi)

Hasil Wawancara

1.

Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerpkan prinsip transparansi terkait
pengelolaan dana desa?

Jawab : Dalam melaksanakan prinsip transparansi kami dari pemerintah Desa
Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi
keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan
untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami gunakan kami menginformasikan
melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun untuk memberi tau semua
pengeluaran selama waktu yang ditentukan, biasanya setiap bulan

Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling
lambat 7 hari sejak kegaiatan selesai?

Jawab : Benar, sebelum kepala desa menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada bupati melalui camat terlebih dahulu
laporan tersebut disusun oleh kepala urusan dan kepala saksi.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?

Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yakni Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap
pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu.

Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa Wiring
Tasi?

Jawab : untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan
musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya. Kami
dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan oleh
masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari beberapa pihak
saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan kami dengar dan
tampung serta diupayakan agar terlaksana.

Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung
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Jawab : Benar, pengelolaan dana desa kami mendasari Peraturan Menteri Desa
(Permendes) dan peraturan Bupati.

. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa
setiap tahunnya?

Jawab : Kami menyusun APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah
ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu melalui
musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.
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Transkip Wawancara

Informan 4
Tanggal Wawancara : 17 Mei 2023
Tempat : Rumah Masyarakat

Identitas Informan 4
1. Nama - Rahibu
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara

1.

2.

Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?
Jawab : Pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan Musrembangdes setiap
awal tahun untuk membicarakan mengenai pembangunan desa kedepannya.

Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
Jawab : Setiap akan melakukan kegiatan Musrembangdes, pemerintah desa
selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan ini.
Biasanya yang hadir dalam Musrembangdes yaitu ada BPD, Kepala Dusun,
perwakilan dari Bumdes serta organisasi desa Lainnya, dan juga ada tokoh-tokoh
agama/pegawai syara’.

Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah
bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawab : Keterlibatan masyarakat Desa Wiringtasi dalam mengikuti
Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya
kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti
keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa disediakan
oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan bagaimana bisa
pembangunan desa bisa lebih maju.

Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?

Jawab : Partisipasi Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan
pembangunan desa sebab dari awal perencanaan ide dan saran semua nya
bersumber dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa
dilihat yaitu gotong royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan
prasarana, dan fasilitas lainnya.
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5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang
keadaan keuangan desa?
Jawab : Baliho merupakan salah satu media informasi yang bisa dilihat oleh
masyarakat Desa Wiringtasi. Baliho ini terpajang di depan Kantor Desa
Wiringtasi jadi memudahkan masyarakat dalam mengetahui jumlah dana desa
dan pengalokasiannya. Untuk media lainnya setahu saya ada juga yang bisa
dilihat secara online tapi karena berhubung saya tidak bisa menggunakan media
sosial jadi saya juga tidak tau bagaimana isi media informasi disitu (website).

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?
Jawab : Ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode yang
menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban ini kalau tidak salah dihadiri oleh BPD
kemudian dilaporkan kepada masyarakat.



Transkip Wawancara

Informan 5
Tanggal Wawancara : 21 Mei 2023
Tempat : Rumah Penyu Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten
Pinrang
Identitas Informan 5
1. Nama . Renaldi
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?
Jawab : lya, Pemerintah Desa Wiringtasi sudah melaksanakan Musrembang

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
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Jawab : Menurut pengalaman saya mengikuti Musrembangdes ada beberapa

tokoh masyarakat yang memang dihadirkan. Seperti BPD, BABINSA,
masyarakat-masyarakat untuk membahas terkait perencanaan desa

dan

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah

bisa dikatakan aktif/pasif?
Jawab : Terkait keterlibatan masyarakat yang saya lihat saat Musremb

ang

maupun rapat-rapat lainnya iya sudah aktif, tapi hanya itu-itu saja masyarakat

yang aktif. Menurut saya harusnya ada suara-suara baru dari masyarakat
termasuk pemuda-pemudi yang bisa didengar jangan hanya orang tua yang se
mau di dengar tanpa mendengar suara dari generasi muda yang saat ini ban
sekali aktif dan ikut andil dalam pembangunan desa.

4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan d
desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?

lain
lalu
yak

ana

Jawab : Partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa harusnya seperti

BPD harus mengawas. Jadi masyarakat harusnya berperan penting da

lam

pengalokasian dana desa yang akan dilaksanakan pembangunannya di Desa
Wiringtasi seperti pembangunan jembatan atau irigasi itu harusnya peran penting
dari masyarakat apakah sesuai standar atau belum. Dan yang saya lihat sejauh ini
bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat sudah banyak sekali, seperti

perbaikan jalan, pembuatan irigasi, dan sebagainya.
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5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang
keadaan keuangan desa?
Jawab : Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan
tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa
Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui informasi
mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu aktif. Harusnya di
website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa dalam satu tahun itu, apa
yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Namun untuk informasi
keuangannya, pemerintah menyediakan baliho yang di pajang di depan kantor
desa. Disitu masyarakat bisa melihat berapa dana desa di periode ini, berapa yang
dialokasikan untuk ini dan sebagainya.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?
Jawab : Terkait mengenai Pertanggungjawaban setau saya ada Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode. Tapi seperti nya hanya BPD saja
yang ikut dalam rapat Laporan Pertanggungjawaban dana desa tersebut. Jadi
menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa
sudah terealisasi.



Transkip Wawancara

Informan 6

Tanggal Wawancara : 21 Mei 2023

Tempat : Rumah Penyu Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten
Pinrang

Identitas Informan 6

3. Nama : Rahmatullah Djunaid

4. Jabatan . Ketua Karang Taruna

Hasil Wawancara
1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?
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Jawab : Benar, selalu diadakan Musrembang Desa setiap tahunnya. Dalam
musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja yang
kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam musyawarah juga
masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan perencanaan ini sepenuhnya
dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa yang menampung usulan-usulan
dari masyarakat.

. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
Jawab : Dalam pelaksanaan Musrembangdes pemerintah desa memang
mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya
yang hadir dalam kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala
dusun, tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain.

. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah
bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawab : Untuk keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes sudah
bisa dikatakan aktif karna pada dasarnya dalam kegiatan ini hampir sepenuhnya
di rancang atau diperoleh dari suara masyarakat. Ide-ide yang dimunculkan
semua berasal dari masyarakat yang nantinya dari pemerintah desa akan
menampung suara-suara tersebut dan dijadikan rancangan kerja untuk
pembangunan desa. Jadi bisa dianggap keterlibatan masyarakat sangat penting
dalam perencanaan pembangunan desa.

. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?
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Jawab : partisipasi yang diberikan masyarakat desa terhadap pengelolaan dana
desa tentunya sangat penting, perencanaan pembangunan juga sudah termasuk
dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan desa. Adapun bentuk
partisipasi masyarakat yang biasa kita lihat di Desa Wiringtasi yaitu gotong
royong, pembuatan saluran irigasi, merawat fasilitas umum, dan lain-lain.

. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang
keadaan keuangan desa?

Jawab : yang saya tau ada website yang bisa di akses untuk mengetahui tentang
keadaan desa tapi sejauh ini media informasi mengenai dana desa yang lebih
gampang untuk dilihat oleh masyarakat yaitu baliho. Karna untuk media
informasi melalui online banyak masyarakat yang belum terlalu update
menggunakan media sosial.

. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?

Jawab : Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa
yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang di laksanakan
setiap akhir periode. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui
mengenai LPJ tersebut karena biasanya yang ikut dalam kegiatan ini hanya BPD,
nanti setelah itu BPD yang biasnya menyampaikan kepada Masyarakat.
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Transkip Wawancara

Informan 7
Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
Tempat : Rumah Masyarakat

Identitas Informan 7
1. Nama : Bil Afni Hamzah
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang Desa?
Jawab : Setau saya pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan
Musrembangdes setiap awal tahun untuk merencanakan rencana program kerja
pemerintah selama setahun.

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
Jawab : lya benar Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat
karena berdasarkan pengalaman saya yang pernah mengikuti Musrembangdes
mewakili pemuda pemudi Desa Wiringtasi. Terdapat beberapa tokoh-tokoh yang
hadir dalam Musrembang ini, ada dari organisasi desa seperti Bumdes, dari
Karang Taruna, tokoh-tokoh agama, pegawai syara’, BPD, perwakilan
masyarakat dari 2 dusun, dan lain-lain.

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah
bisa dikatakan aktif/pasif?
Jawab : Adanya musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan
keputusan bersama,bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah melakukan
musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat. Keterlibatan
masyarakat dalam hal mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif
karena hampir 80% suara berasal dari masyarakat. Semua saran, kebutuhan dan
keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna untuk tercapainya desa yang
maju. Semua saran yang diberikan di tampung oleh pemerintah desa yang
selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini juga
menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup adil dalam menerima setiap usulan
yang diberikan. Dan sebagai masyarakat Desa Wiringtasi kami berharap semua
kebutuhan dan usulan yang kami berikan kedepannya bisa terlaksana dengan
baik.
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4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?
Jawab : Masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun
untuk pengelolaan dana desa saya kurang tau tapi menurut saya dalam
pembangunan desa di dalamnya akan ikut juga pengelolaan dana desa,
maksudnya pembangun desa dan pengelolaan dana desa itu selalu sepaket,
dimana ada pembangunan disitu ada dana desa jadi menurut saya untuk
partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat sudah turut ikut berpartisipasi.
Kemudian bentuk partisipasi yang biasanya dilihat ada perbaikan jalanan,
pembuatan irigasi, perawatan sarana dan prasarana desa, dan sebagainya.

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang
keadaan keuangan desa?
Jawab : Untuk media informasi mengenai keadaan keuangan desa ada baliho
yang disediakan oleh pemerintah desa untuk masyarakat yang ingin mengetahui
menganai dana desa. Di baliho tersebut terdapat jumlah APBDes tahun berjalan,
ADD, dana untuk pelaksanaan pembangunan desa, dana untuk pemberdayaan
masyarakat dan sebagainya.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa?
Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana
desa yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan
setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut biasanya di informasikan melalui
media informasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada baliho. informasi tersebut
mencakup tentang laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kegiatan
yang terlaksana dan belum/tidak terlaksana, sisa anggaran dan lain-lain.
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DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara dengan Kepala Desa Wiringtasi
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3. Foto wawancara dengan Kasi
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